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Abstract

Recurring issues surrounding the permanent voter list (DPT) in general and local elections in Indonesia reflect
systemic weaknesses in election governance. This study aims to map the polarization of issues related to the DPT
and analyze their impact on public administration. A qualitative literature review was conducted on 47 selected
journal articles obtained through Google Scholar as the main entry point due to its accessibi lity and broad
coverage. Varioustypes of sources, including journal articles, theses, reports, and preprints, were used, enabling
researchers to capture a more diverse literature landscape, especially in local or regional contexts where
publicationsare not always indexed in paid databases; the ease of initial filtering also meant faster results when
searching for specific keywords, allowing researchers to compile an initial list of relevant articles for further
screening; and the diversity of languages and sources enabled the discovery of Indonesian or regional works that
are often underrepresented in international paid databases, making them relevant for local studies on DPT and
governance. The findings show that Voter List issues can be categorized into three types of polarization: structural
versus cultural, technological versus manual, and centralization versus decentralization. These issues lead to
reduced electoral legitimacy, budget inefficiency, and declining public trust. In conclusion, voter list issues are not
merely administrative problems but also serious threats to the quality of democracy and effective governance.
Comprehensive reforms involving strengthened regulations, institutional capacity building, and technological
optimization are urgently needed to enhance the integrity of voter data in future elections.
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Abstrak

Masalah yangberulangseputardaftar pemilih tetap (DPT) dalam pemilihan umum dan pemilihan lokaldi Indonesia
mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola pemilihan. Studi ini bertujuan untuk memetakan polarisasi
masalah terkait DPT dan menganalisis dampaknya terhadap administrasi publik. Dilakukan tinjauan literatur
kualitatif terhadap 47 artikel jurnal terpilih yang diperoleh melalui Google Scholar sebagai pintu masuk utama
karena aksesibilitas dan cakupannya yang luas. Berbagai jenis sumber artikel jurnal, tesis, laporan, dan preprint,
sehingga memungkinkan peneliti menangkap lanskap literatur yang lebih beragam, terutama pada konteks lokal
atau regionalyangpublikasinya tidak selalu terindeks didatabase berbayar; kemudahan filtrasiawalnya juga berarti
hasil yanglebih cepatsaat mencarikatakuncispesifik, sehingga peneliti dapat menyusundaftarawalartikel relevan
untuk disaring lebih lanjut; serta keberagaman bahasa dan sumbernya memungkinkan ditemukannya karya
berbahasa Indonesia atau regional yang sering kurang terwakili dalam database internasional berbayar, sehingga
relevan untuk kajian lokaltentang DPT dan tata kelola pemerintahan. Temuan menunjukkan bahwa masalah DPT
dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis polarisasi: struktural versus budaya, teknologi versus manual, dan
sentralisasi versus desentralisasi. Masalah-masalah ini menyebabkan berkurangnya legitimasi pemilu, inefisiensi
anggaran, dan menurunnya kepercayaan publik. Kesimpulannya, masalah daftar pemilih bukan hanya masakah
administratif, tetapi juga ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan tata kelola yang efektif. Reformasi
komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi, pembangunan kapasitas institusional, dan optimasi teknologi
sangatdiperlukan untuk meningkatkan integritas data pemilih dalam pemilu mendatang.

Kata kunci: Tata kelola pemilu; Polarisasi dalam Pemilihan Umum; Daftar Pemilih Tetap (DPT)
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1. Pendahuluan

Pemilihan adalah proses atau mekanis
me yang digunakan untuk memilih seseorang
atau sebuah kelompok dalam suatu konteks,
seperti dalam pemilihan umum, organisasi,
atau lembaga Kodiyat MS, (2019). Pemilihan
dapat dilakukan untuk memilih  pemimpin
politik, perwakilan, anggota dewan, atau
pengambil keputusan lainnya. Sebagaimana
yang dinyatakan oleh Putri dkk, (2023)

Pemilihan umum adalah pilar utama
demokrasi karena menyatakan kehendak
rakyat secara luas dan transparan,

menyediakan akuntabilitas bagi pemimpin,
serta menegaskan hak warga berpartisipasi
dalam kebijakan publik. Secara praktis juga
disampaikan oleh Sutarso dkk, (2011) bahwa
ia tidak sekadar memilih pemimpin, tetapi
juga mencerminkan legitimasi pemerintah,
menyaring aspirasi berbagai komunitas, dan
memungkinkan pembaruan mandat politik
tanpa kekerasan.

Dalam kajian yang juga disampaikan
oleh Wahyanto & Djuyandi, (2019) data
pemilih tetap dan tata kelola pemerintahan,
pemilihan umum vyang adil dan bebas
membangun kerangka pengawasan independ
en, meningkatkan akurasi data demografis
pemilih,  serta  menumbuhkan budaya
akuntabilitas yang mendorong reformasi
kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan
warga. Sebagaimana ditulis olen Nasution,
(2019) makna utama adalah polarisasi data
pemilih tetap berdampak langsung pada
legitimasi, kredibilitas, dan efektivitas tata k
elola pemerintahan di mata publik.

Menurut Abraham Lincoln di dalam
penelitian (Delviani, 2019) bahwasannya
demokrasi yaitu suatu pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Warga
negara yang memenuhi syarat memiliki hak
untuk memilih calon yang ingin mereka pilih
dalam Pemilu. Calon-calon tersebut akan
berkompetisi  untuk memperoleh  suara
terbanyak dari pemilih, dan calon dengan
suara terbanyak akan terpilih. Pemilihan

umum biasanya melibatkan berbagai tahapan,
seperti  pendaftaran pemilih, pencalonan
calon, kampanye, dan pemungutan suara.
Pemilihan juga membutuhkan mekanisme
yang adil dan transparan untuk memastikan
bahwa hasilnya akurat dan mencerminkan
kehendak mayoritas. Dalam telaah Sistyawan,
(2024) penekanan utama adalah bahwa
keadilan dan transparansi bukan sekadar nilai
ideal, melainkan syarat praktis agar legitimasi
proses pemungutan suara tetap kuat di mata
warga. Mengacu pada temuan pengalaman
menunjukkan bahwa mekanisme yang adil
mengurangi peluang manipulasi data maupun
intimidasi, sekaligus menjamin partisipasi
luas sehingga hasil pemilihan benar-benar
mencerminkan preferensi kolektif.

Transparansi, disisi lain, sangat memu
ngkinkan pengawasan publik, meningkatkan
kepercayaan, dan memudahkan verifikasi
hasil oleh pemangku kepentingan. Dalam
konteks polarisasi data pemilih tetap, peneka
nan pada keadilan dan transparansi
memperkuat kredibilitas  tata  kelola
pemerintahan karena data pemilih yang akurat
dan proses yang terbuka mendukung akurasi
perwakilan serta respons kebijakan yang lebih
tepat sasaran. olihah dkk, (2018) Pengalaman
lapangan  menunjukkan  bahwa tanpa
mekanisme ini, legitimasi pemerintahan bisa
tergerus meskipun prosedurnya formal, karena
warga meragukan keabsahan hasil dan
representasi mereka.

Pemilihan umum dapat dilakukan di
berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan
presiden, gubernur, bupati/wali kota, hingga
pemilihan anggota parlemen atau dewan.
Pernah juga disampaikan dalan analisisnya
Husni & Harmanto, (2021) pemilihan umum
dilakukan dengan tujuan untuk memilih
pemimpin yang dianggap mewakili  kepentin
gan rakyat, serta menjaga stabilitas politik dan
keamanan negara. Dalam analisis mendalam
Riskiyono, (2019) perilaku yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undang yang
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
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pemilu dalam UU nomor 7 (ketentuan
pemilu), terdapat tiga jenis perjanjian pemilu,
yaitu pemilu kode etik, pemilu administrative,
dan pemilu tindak pidana.

Proses pemilu sendiri tentunya tidak
lepas dari keberadaan partai  politik.
Berdasarkan kutipan dari Miriam Budiarjo di
dalam penelitian (Rahayu et al., 2022) dalam
hal ini bahwasannya partai politik merupakan
suatu sarana bagi warga Negara untuk turut
serta atau berpartisipasi dalam proses
pengelolaan negara.  Alfisahrin, (2024)
menyebutkan partai politik atau calon yang
akan dipilih biasanya melakukan kampanye
untuk mempromosikan visi dan program
mereka kepada pemilih. Pemilih pun memiliki
hak untuk memilih calon yang mereka anggap
paling cocok untuk mewakili kepentingan
mereka.

Gagasan Harianja dkk, (2024) pemilih
an umum juga dilakukan dengan aturan dan
mekanisme tertentu untuk memastikan bahwa
pemilihan  dilakukan secara adil dan
transparan. Misalnya, terdapat Komisi Pemil
ihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab
dalam mengatur dan melaksanakan pemilihan
umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip
demokrasi dan aturan yang berlaku.
Sebagaimana yang dinyatakan oleh Suhaimi,
(2021) intinya, pemilihan umum adalah suatu
proses penting dalam sistem demokrasi di
mana rakyat memiliki hak untuk memilih
pemimpin mereka secara langsung danterlibat
dalam proses pengambilan keputusan politik
dinegara mereka.

Prasetyoningsih,(2014) menjelaskan
pemilu yang demokratis memiliki kriteria
yaitu kebebasan dalam memberikan suara.
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas
LUBER yang merupakan singkatan dari
Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia
Wibowo dkk, (2020). Dalam hal ini pemilu
bisa dikatakan sebagai bentuk demokrasi,
pemilu adalah bentuk demokrasi yang
memungkinkan warga Negara untuk memilih
pemimpin mereka secara langsung. Dalam

penelitian yang dilakukan oleh Tambalean
dkk, (2023) pemilu memungkinkan rakyat
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan
politik di Negara mereka dan memastikan
bahwa pemimpin yang terpilih mewakili
kepentingan rakyat. Salah satu komponen
penting dalam penyelenggaraan pemilihan
umum adalah Pemilih.

Analisis yang sampaikan oleh yaitu
Daud, (2015) menurut Pasal 1 angka 34
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (selanjutnya
disingkat UU Pemilu), yang dimaksud dengan
Pemilih adalah warga negara Indonesia yang
sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah
kawin. Dan juga pernah disampaikan oleh
Rahmanto, (2018) pada pasal tersebut
bahwasannya pemilihan umum (Pemilu)
adalah pemilihan warga negara secara
langsung, umum, bebas, secara serentak untuk
memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat
Daerah, Presiden dan wakil Presiden, serta
Gubernur dan Wakil Gubernur.” Dalam
definisi yang disampaikan oleh tersebut
pemilu dijelaskan sebagai suatu proses
pemilihan warga Negara secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam penyampaian Gracella dkk,
(2024) pemilihan umum dilakukan secara
serentak untuk memilih anggota Dewan
perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), Presiden dan wakil Presiden,
serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Definisi
ini mencakup prinsip-prinsip pemilihan umum
yang penting dalam sistem demokrasi, seperti
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil. Dengan memastikan pemenuhan prinsip-
prinsip ini, pemilihan umum dapat dilakukan

secara demokratis, transparan, dan dapat
dipercaya oleh masyarakat.

Pada tahun 2024, Indonesia
melaksanakan Pemilu dan  Pilkada.

Sebagaimana ditulis oleh Nugrahajati dkk,
(2022) pelaksanaan Pemilu dan Pilkada
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memerlukan data yang valid. Data pemilu
2024 adalah informasi mengenai pemilihan
umum legislatif, Pilpres yang akan
diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 14
Februari 2024 dan Pilkada di tanggal 27
November 2024. Data tersebut meliputi daftar
pemilih  tetap (DPT), jumlah tempat
pemungutan suara lain-lain. Pemilih sebagai
komponen penting menjadi hal yang harus
diperhatikan agar Pemilu 2024 dapat berjalan
dengan baik.

Memberikan  penjelasan  mengenai
Proses verifikasi yang sangat ketat dan
terstandardisasi membedakan studi ini dari
penelitian terdahulu yang hanya menggamba
rkan Kkualitas data pemilih secara umum;
dengan Kkerangka verifikasi yang jelas,
langkah-langkah validasi lintas sumber, dan
pembaruan berkala, penelitian ini  menempat
kan verifikasi sebagai inti yang menentukan
kualitas, kredibilitas, serta legitimasi tata
kelola pemerintahan, karena semua data
pemilih dalam DPT harus melewati proses ini
untuk memastikan akurasi, integritas, dan
keabsahan entri data, sekaligus meningkatkan
kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan
yang responsif terhadap kebutuhan warga.

Data Pemilu yang di publikasikan oleh
KPU melalui websitenya menunjukkan
jumlah DPT pada Pemilu 2024 berjumlah
204.807.222. Rincian jumlah DPT berdasark
an gender dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah DPT berdasarkan Jenis
Kelamin

No. | Jenis kelamin | Jumlah
Pemilih

1. Pemilih laki-laki 101.467.243

2. | Pemilih 101.587.505
Perempuan

Sumber: www.kpu.go.id

Dalam hal ini penulis menyampaiankan
Pembaruan dan verifikasi data antara pemilu
dan pilkada dapat menyebabkan variasi angka
pada DPT karena penambahan pemilih baru

yang mencapai usia pemilu, perbaikan
identitas, atau penghapusan data yang tidak
memenuhi  syarat, ditambah penyesuaian
wilayah serta perbedaan siklus dan kebijakan
kependudukan yang berdampak pada
komposisi pemilih; meskipun data pemilih
diawali dari basis yang sama, faktor
demografis seperti migrasi dan perubahan usia
dapat menggeser proporsi laki-laki dan
perempuan, sehingga tidak ada jaminan
bahwa DPT untuk pilkada akan persis sama
dengan DPT pemilu. Sehingga perlu
ditekankan perlunya verifikasi berkelanjutan
dan perbandingan dengan laporan resmi
penyelenggara untuk memastikan akurasi,
legitimasi, dan kualitas tata Kkelola
pemerintahan.

Proses pemilihan tidak terbatas hanya
pada Pemilu saja tetapi juga dilaksanakan di
tingkat lokal (Pilkada). Data pilkada sangat
penting untuk memastikan rotasi kepemimpi
nan di daerah berjalan secara demokratis dan
memastikan agenda  pemerintahan  dapat
berjalan efektif dalam mempercepat pemban
gunan dan kesejahteraan (Tjahjo, 2015).
Pilkada adalah proses demokrasi di Indonesia
dimana warga Negara memilih pemimpin
daerah mereka, seperti Gubernur, walikota
dan bupati.

Data yang terkait mencakup informasi
tentang kandidat, partai politik, proses
pemungutan suara, hasil pemilihan, dan
peraturan serta undang-undang terkait. Yandra
dkk, (2023) memperlihatkan pentingnya data
ini sangat penting untuk menganalisis proses
demokrasi, memahami perkembangan politik,
dan memastikan keterbukaan dan keadilan
dalam proses pemilu. Dalam catatan Andriani
& Amasari, (2020) diungkapkan bahwa pilkada
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil, dan diatur oleh
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pilkada. Pilkada merupakan bagian
dari sistem demokrasi di Indonesia, di mana
warga negara memiliki hak untuk memilih
kepala daerah secara langsung. Sebagai
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catatan  Pasinringi & Bahri, (2019)
mengungkapkan bahwa pemilihan kepala
daerah tersebut dilakukan secara serentak di
seluruh wilayah Indonesia dalam periode yang
telah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat
berasal dari partai politik atau independen, dan
harus memenuhi syarat yang telah ditentukan,
seperti memiliki kualifikasi pendidikan dan
pengalaman yang memadai serta tidak pernah
dihukum karena tindak pidana yang berat.
Undang-undang No0.32 tahun 2004 telah
memberikan gambaran pentingnya pengelola
an pemerintahan daerah yang mana hasil
pelaksanaan Pilkada menghasilkan pemimpin
daerah.  Penelitian  (Jamaludin,  2019)
mengatakan ada pun bagi pemerintah daerah
tujuan dari undang-undang pemerintahan
daerah adalah: pertama; kesamaan politik.
Tiap-tiap daerah memiliki hak yang sama
dalam mengembangkan daerahnya sesuai
dengan potensi baik sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang dimilikinya.
Kedua, tanggung jawab publik, pemerintah
daerah berkewajiban untuk bertanggung
jawabkan Kkinerja kepada masyarakatnya.
menjelaskan inti dari Ulfiyyati Alifa dkk,

(2023) masyarakatpun  berhak  menilai
pemerintahnya dalam pemilu. Ketiga, daya
tanggap pemerintah daerah dalam

meningkatkan pelayanan.

Pilkada dianggap penting karena kepala
daerah  merupakan pemimpin yang
bertanggung jawab atas pembangunan dan
pelayanan publik di daerah tersebut.
mengusulkan bahwa Kadarsih & Sudrajat,
(2011) dengan memilih
kepala daerah yang tepat, diharapkan pemba
ngunan dan pelayanan publik di daerah
tersebut dapat dikelola dengan lebih baik dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun
dalam analisis yang disampaikan oleh Elyas
dkk, (2020) pelaksanaan Pilkada juga
memiliki berbagai tantangan, seperti adanya
kecurangan, politik uang, atau kekerasan

dalam pemilu. Data DPT yang dimiliki oleh
KPU pada Pemilu pada akhirnya akan
digunakan kembali pada saat Pilkada. Dalam
hal ini penulis akan menyampaiankan
penjelasan baru yang diminta menekankan
bahwa meskipun pada pilkada masih ada
proses coklit (pencocokan dan penelitian
konversi data pemilih), data DPT yang
dimiliki KPU dari pemilu tetap menjadi basis
yang akan dipakai lagi.

Artinya dalam hal ini juga disampaikan
oleh Yandra, Faridhi, dkk, (2023) meskipun
ada pembaruan dan verifikasi lanjutan, inti
data pemilih yang ada sebelumnya tetap
menjadi referensi utama karena tujuan
akhirnya adalah menjaga kesinambungan
serta konsistensi antara pemilu dan pilkada.
Keberadaan coklit ~menambah lapisan
verifikasi tambahan untuk memastikan bahwa
data yang dipakai benar-benar akurat, relevan,
dan mewakili warga yang memenuhi syarat
pada saat pilkada. Dengan demikian, peran
DPT pemilu sebagai fondasi tetap relevan,
sambil diimbangi pembaruan serta validasi
ulang melalui coklit agar hasil pilkada
mencerminkan kehendak warga secara lebih
valid dan legitim. berpendapat bahwa
sebaiknya Crisbiantoro dkk, (2023) data
pemilih sangat penting pada saat Pemilu
maupun Pilkada. Adapun alasannya menurut
adalah sebagai berikut :

1. Keakuratan daftar pemilin: Data pemilih
digunakan untuk menghasilkan daftar
yang akurat dan terbaru, memastikan
pilkada berjalan lancar, transparan, dan
hanya warga sah yang memilih.

2. Pencegahan kecurangan: Data pemilih
mencegah kecurangan seperti pemilih
ganda atau identitas palsu melalui daftar
yang akurat.

3. Hak suara warga negara: Data pemilih
menjamin hak pilih bagi semua warga

negara yang memenuhi syarat dan
terdaftar.
4. Pengawasan dan pengawalan: Data

pemilih memfasilitasi pemantauan oleh
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pemangku kepentingan dan pengamat

untuk menjaga keadilan dan transparansi.
5. Analisis hasil pilkada: Data pemilih

digunakan untuk memahami preferensi
pemilih dan mendukung kebijakan/strate
gi politik di masa depan.

Dalam hal ini Pentingnya keakuratan
daftar pemilih adalah fondasi agar pilkada
berjalan lancar, transparan, serta hanya warga
negara sah yang berpartisipasi. Data pemilih
yang akurat bertindak sebagai penjaga
integritas  proses, mencegah kecurangan
seperti pemungutan suara ganda atau
penggunaan identitas palsu, sehingga hak
suara warga negara terjamin bagi mereka yang
memenuhi syarat.

Keberadaan data pemilih  yang sebagai
mana disampaikan oleh Kartini, (2017)
terverifikasi juga memudahkan pengawasan
dan pengawalan oleh pemangku kepentingan
dan pengamat, memastikan jalannya pilkada
tetap adil dan terbuka. Selain itu, data ini
berfungsi sebagai alat analisis untuk memaha
mi  preferensi pemilih dan mendukung
perumusan kebijakan serta strategi politik di
masa depan, sambil tetap mempertahankan
kesinambungan antara data pemilih pemilu
dan pilkada melalui verifikasi dan pembaruan
yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk
memastikan bahwa data pemilih yang
digunakan dalam Pemilu dan Pilkada adalah
akurat dan terpercaya, serta dilindungi dari
penyalahgunaan dan penggunaan yang tidak
sah. Bahwa dapat membantu dalam menjamin
kepercayaan publik terhadap proses Pemilu
dan Pilkada serta hasilnya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh
Byna dkk, (2020) beberapa penelitian tentang
masalah yang muncul dalam Pemilu dan
Pilkada adalah DPT. Jefferson (1785)
menekankan pentingnya persetujuan warga
negara dalam pemilihan yaitu, "Pemerintahan
yang demokratis membutuhkan persetujuan
warga negara, dan itu membutuhkan warga
negara untuk diberi tahu”. Seperti data pada
pemilihan akan melalui proses yang di mana

mereka memperbaharui dan memverifikasi
keakuratan pemilih. Proses ini penting untuk
menjamin terciptanya pemilu yang adil dan
merata.

Dalam pernyataan yang disampaikan
oleh Saifulloh, (2022) populasi pemilih
melaukan verifikasi dan validasi informasi
pada daftar pemilih. Masalah yang kerap kali
terjadi adalah tidak mudah dan perlu waktu
relative lama dalam melakukan pencarian
informasi yang dibutuhkan seperti ‘Masalah
Nama Pemilih yang sudah meninggal’,
Rekapitulasi Penghapusan Data Pemilih,
Daftar Pemilih Sementara hasil Pemutakhiran
dan Daftar Pemilih Tetap, Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara hasil Pemutakhiran PPS,
Rekapitulasi Daftar Pemilin Sementara hasil
Pemutakhiran PPK, Berita Acara Penetapan
PerTPS  Desa/Kelurahan, Berita Acara
Penetapan PerDesa/Kelurahan (Halimil Fathi,
Prio Kustanto, 2020). Persoalan DPT tidak
hanya pada data "DPT” itu sendiri tetapi juga
pada petugas pantarlin (Mulyaningsih et al.,
2020). Sehingga artikel ini mencoba untuk
memetakan problematika DPT pada saat
Pemilu dan Pilkada melalui hasil penelitian
yang dilakukan oleh berbagai peneliti,
Polarisasi problematika DPTdan dampaknya
pada tata kelola pemerintahan.

2. Metode

Penelitian ini  menggunakan studi
literatur dengan pendekatan kualitatif. Dimana
sumber data diperolen melalui penelusuran di
www.googlescholar.com dengan menggunak
an kata kunci “Data pemilih”. Eric Kunto
Aribowo, (2023) menjelaskan Google
Scholar dipilih sebagai salah satu sumber data
base bagi peneliti dikarenakan sebagai pintu
masuk utama Kkarena aksesibilitas dan
cakupannya yang luas mencakup berbagai
jenis sumber seperti artikel jurnal, tesis,
laporan, dan preprint, sehingga
memungkinkan peneliti menangkap lanskap
literatur yang lebih beragam, terutama pada
konteks lokal atau regional yang publikasinya
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tidak selalu terindeks di database berbayar;
kemudahan filtrasi awalnya juga berarti hasil
yang lebih cepat saat mencari kata kunci
spesifik, sehingga peneliti dapat menyusun
daftarawal artikel relevan untuk disaring lebih
lanjut; serta keberagaman bahasa dan
sumbernya memungkinkan  ditemukannya
karya berbahasa Indonesia atau regional yang
sering kurang terwakili dalam database
internasional  berbayar, sehingga relevan
untuk kajian lokal tentang DPT dan tatakelola
pemerintahan.

Dalam hal ini bahwa fokus pada kualitas
data pemilih, verifikasi berlapis, dan
kesinambungan antara pemilu dan pilkada
adalah esensial untuk menjaga akurasi,
legitimasi, dan tata kelola pemilu. Sehingga
kata kunci “Data pemilih” dianggap relevan
untuk menghasilkan persoalan yang muncul
terkait pemilu dan pilkada. Namun, untuk
menjawab pertanyaan apakah ini cukup untuk
menghasilkan paper yang baik dengan dua
kata kunci atau satu kata kunci, diperlukan
keseimbangan antara kedalaman analisis dan
relevansi menganalisis kaitan antara variabel-
variabel kunci seperti tata kelola pemilu,
polarisasi, dan DPT secara konsisten.

Secara umum, inti revisi mendukung
argumentasi yang kuat bahwa proses
verifikasi dan pembaruan data pemilih adalah
fondasi kualitas data, yang relevan dengandua
kata kunci utama, namun perlu diimbangi
dengan empirik yang cukup (studi kasus, data
lintas waktu) dan literatur terkait untuk
memperkuat klaim sehingga paper bisa
memenuhi standar kualitas publikasi. Tujuan
Anda adalah kepadatan kata kunci, maka
fokus padabagaimana verifikasi datamemberi
dampak pada tata kelola pemilu dan polarisasi
akan menjaga kedalaman analisis meskKi
dengan dua kata kunci; temuan ini
menunjukkan bahwa proses verifikasi data
berperan sebagai fondasi yang meningkatkan
akurasi, legitimasi, dan stabilitas tata kelola,
sambil membentuk dinamika polarisasi
melalui perbaikan identitas warga, sinkronisa

si data antar lembaga, serta transparansi
prosedur pembaruan DPT, sehingga penelitian
dapat menghubungkan kualitas data dengan
hasil pemilu yang lebih adil dan stabil,
meskipun volumenya mencapai 110 artikel.
Adapun tahapan dalam pemilihan artikel yang
relevan dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi

Kriteria Inklusi Eksklusi
Jenis Artikel Selain artikel
Publikasi Jurnal jurnal
Bahasa Bahasa Selain
Indonesia bahasa
Indonesia
Jenis Tulisan | Jurnal dan | Buku,
artikel Proceeding
dan lain
sebagainya
Ketersediaan | Teks Teks tidak
artikel Lengkap lengkap

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Proses penyaringan literatur dilakukan
berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk
mengidentifikasi artikel yang relevan dengan
topik DPT pada Pemilu dan Pilkada. Setelah
47 artikel terpilih, dilakukan pemetaan
tematik untuk mengidentifikasi sub-topik
utama terkait problematika DPT. Analisis
terhadap data bersifat kualitatif, dengan fokus
pada bagaimana setiap studi membahas
verifikasi, pembaruan, dan perbedaan antara
pemilu dan pilkada. Triangulasi data
dilakukan melalui konfirmasi silang antara
artikel yang membahas topik serupa untuk
meningkatkan reliabilitas temuan, sebelum
sintesis akhir yang menggabungkan temuan
utama dan implikasinya bagi tata kelola

pemilu.
Triangulasi data dilakukan melalui
konfirmasi silang antara artikel yang

membahas topik serupa untuk meningkatkan
reliabilitas temuan, sebelum sintesis akhir
yang menggabungkan temuan utama dan
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implikasinya bagi tatakelola pemilu, sehingga
proses verifikasi lintas sumber memperkuat
konsistensi temuan, mengidentifikasi potensi
kontradiksi, dan membangun gambaran
komprehensif tentang bagaimana faktor-
faktor verifikasi data, pembaruan DPT, serta
interoperabilitas antar lembaga berkontribusi
pada legitimasi, akurasi, serta stabilitas tata
kelola pemilu dan pilkada.

3. Hasil dan Pembahasan
Tren masalah DPT pada Proses Pemilihan
Hasil pemetaan yang dilakukan
menemukan para peneliti yang membicarakan
masalah DPT dikategorikan menjadi 2 (dua).
Masalah DPT pada Pemilu berjumlah 25
artikel dan Pilkada 22 Artikel. Artikel yang
membicarakan masalah DPT pada Pemilu
dapat dilihat pada hasil penelitian yang
dilakukan oleh beberapa peneliti seperti
(Lestari et al., 2020; Mulyaningsih et al.,
2020; Tubaryadi et al., 2021). Sedangkan
masalah DPT pada Pilkada dapat dilihat pada
hasil penelitian yang dilakukan oleh
(Delviani, 2019; Susanto, 2019; Thamrin et
al.,, 2020). Masalah Daftar Pemilih Tetap
(DPT) yang muncul dalam pelaksanaan
Pemilu dan Pilkada mencakup beberapa aspek
penting. Salah satunya adalah tantangan yang
dihadapi oleh pelaksana Pantarlih (Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih) dalam mengelola
dan memperbarui data pemilih secara akurat
dan tepat waktu. A Zulkarnain dkk, (2023)
menyatakan bahwa kualitas dan keakuratan
data ini sangat berpengaruh terhadap validitas
proses pemilihan.

Selain itu, keberadaan masyarakat
pemilih  juga menjadi  faktor yang
mempengaruhi  keberhasilan  pengelolaan

DPT. Ketidakpastian atau ketidaktahuan mas
yarakat tentang proses pemutakhiran data,
serta tingkat partisipasi mereka dalam proses
tersebut, dapat menyebabkan data yang tidak
lengkap atau tidak akurat. Hal ini juga
disampaikan bahwa Umar, (2016) berimplik
asi langsung  terhadap  kepercayaan

masyarakat terhadap hasil pemilu maupun
pilkada. Teknologi pengelolaan data pemilu
juga memegang peranan penting. Penggunaan
sistem yang belum memadai atau kurang
optimal dapat menimbulkan kendala dalam
penyimpanan, pembaruan, dan verifikasi data

pemilih.  Mukhlis dkk, (2024) menegaskan
bahwa  keterbatasan  teknologi  dapat
menyebabkan data tidak terkelola secara

efisien dan aman, yang dapat berdampak pada
keakuratan dan keberlanjutan data pemilih.
Selanjutnya, kebijakan yang berkaitan dengan
pelaksanaan DPT juga menjadi faktor penentu.
Seperti yang disampaikan oleh Bagus
Dhanuarta & Syafriyana Hijri, (2023)
kebijakan yang tidak mendukung, tidak jelas,
atau kurang efektif dalam mengatur proses
pemutakhiran data pemilih dapat
menimbulkan celah dan kendala dalam
penetapan Data Pemilih Tetap. Juga
disampaikan oleh Achyani dkk, (2015)
kebijakan  yang baik harus  mampu
mengakomodasi perubahan dan tantangan di
lapangan, serta memberikan pedoman yang
tegas bagi semua pihak yang terlibat.
Kompleksitas Problematika Data Pemilih :
Isu yang berulang

Dari hasil review literatur yang
diperoleh, terlihat bahwa problematika data
pemilih selalu menjadi isu sentral di setiap
momentum pemilu dan pilkada. Menurut
pendapat yang disampaikan oleh Suharyanto,
(2020) hal pertama yang perlu diverifikasi
adalah adanya ketidaksesuaian data antara
KPU dan Dukcapil, yang ditunjukkan oleh
berbagai temuan riset sebelumnya berupa
perbedaan antara data daftar pemilih
(duplikasi, warga tidak terdaftar, atau
perbedaan status kependudukan). Menurut
analisis yang disampaikan oleh Ritonga et al.,
(2018) bahwa dampak negatif terhadap
akurasi DPT serta potensi kecurangan dan
pelanggaran hak suara, faktor penyebab
seperti sinkronisasi data, perbedaan skala
pembaruan, dan ketidaksesuaian waktu
pemutakhiran antara sistem administrasi
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kependudukan dan sistem pemilih. Bahwa
pentingnya upaya verifikasi silang melalui
coklit, verifikasi lintas sumber, dan
pembaruan berkala untuk meningkatkan
akurasi DPT serta ekuitas antara data pemilu
dan pilkada, serta implikasi kebijakan yang
menuntut peningkatan interoperabilitas data
antar lembaga dan reformasi prosedur
verifikasi pemilih.

Data penduduk potensial pemilih (DP4)
yang disediakan Dukcapil tidak sepenuhnya
sinkron  dengan data pemilih  hasil
pemutakhiran KPU yang mengakibatkan
muncul masalah dataganda, datainvalid, serta
data yang tidak terdaftar (Delviani, 2019).
Kedua, Rendahnya profesionalisme petugas
pemutakhiran Data (Pantarlih) yaitu dengan
banyak kasus menunjukkan bahwa PPDP
sekadar formalitas tanpa verifikasi faktual
yang memadai. Dalam pandangan yang
disampaikan oleh Yandra, Faridhi, Andrizal,
& Suyito, (2023) kelemahan kapasitas teknis
petugas  pemutakhiran data  (PPDP)
berdampak pada kualitas coklit. Kemudian
proses coklit tidak sepenuhnya didukung
kesadaran masyarakat untuk memberikan data
yang valid dikarenakan minimnya literasi
administratif masyarakat yang membuat
partisipasi aktif dalam validasi data rendah
Thamrin dkk, (2020).

Menurut ~ Weriza dkk,  (2019)
permasalahan daftar pemilih disebabkan oleh
Budaya Kinerja PPDP dalam proses
pemutakhiran datapemilih. pemutakhiran data
pemilih yang dilihat dari 6 aspek, yaitu : (1)
daya tanggap PPDP dapat memahami
kebutuhan pemilih dan tidak terkendala faktor
administrasi  kependudukan, (2) faktor
administrasi, profesionalitas, bekerja sesuai
aturan dan memiliki  kompetensi dan
pemahaman kewilayahan yang tinggi, (3)
produktivitas, dapat mengurangi pemilih yang
tidak memenuhi syarat secara signifikan dan
nihilnya pemilih ganda dalam DPS, (4)
akuntabilitas, PPDP siap mempertanggung
jawabkan secara internal proses dan hasil

pemutakhiran data pemilih kepada KPU dan
secara eksternal dalam tataran hasil, (5)
kerjasama, PPDP telah bekerjasama dengan
internal KPU dan eksternal KPU dalam
pemutakhiran data pemilih, dan (6) kualitas
kualitas pelayanan, PPDP dan KPU beserta
jajarannya melakukan sosialisasi kepada
masyarakat untuk kategori pemilih yang
memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat
dalam daftar pemilih. Ketiga, Ketiadaan
regulasi  teknis  Dberkelanjutan  terkait
pemutakhiran data pemilih secara terus-
menerus (KPU RI, 2021). menyoroti
pentingnya Mhd. Ansor Lubis, Muhammad
Yasin Ali Gea, (2018) Berdasarkan persoalan
yang muncul dapat dikatakan bahwa
problematika data pemilih dalam pemilu dan
pilkada di Indonesia bersifat berulang dan
sistemik.

Digitalisasi Pemutakhiran Data

Transformasi digital juga merambah
pada kegiatan kepemiluan terutama data
kependudukan. Penyusunan informasi data
kependudukan yang update dan akurat
menjadi hal yang perlu dioptimalkan Habibah
& Safuan, (2022). Penggunaan teknologi
dalam rangka memudahkan akses data
menjadi salah satu aspek penting yang harus
diperhatikan. Adapun sistem yang digunakan
pada pemilu dan pilkada seperti SIDALIH
ditujukan untuk memudahkan pengelolaan
data pemilu. Sebagaimana analisis yang
dilakukan oleh Aji & Indrawan, (2020)
prakteknya, sistem informasi di aplikasi
berbasis web tersebut memiliki persoalan
tersendiri yang dapat dilihat dari seperti
ketidakoptimalan sistem SIDALIH vyang
belum mampu mengelola data real time lintas
kelembagaan. Dalam penyampaian Yandra
dkk, (2022) Selain itu banyak daerah terpencil
yang belum siap secara infrastruktur dan
kapasitas SDM mengelola sistem digital .
Perbedaan kesiapan teknologi antar daerah
menciptakan  kesenjangan kualitas data
pemilih.
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Regulasi Tidak
Konsisten

Tentu ada turunan dari aturan terkait
data pemilih, misalnya yang bersumber dari
PKPU yang mengaturnya. Dalam gagasan
yang telah disampaikan oleh Sholikin, (2019)
Regulasi tersebut dapat digambarkan sebagali
kerangka regulasi yang adaptif namun sering
menghadapi  inkonsistensi  implementasi,
sehingga meskipun prinsip- prinsipnya mene
kankan fleksibilitas untuk menyesuaikan
perubahan data pemilih, praktik di lapangan
tidak selalu selaras antar lembaga, wilayah,
atau periode. Hal juga sudah disampaikan oleh
Izzaty & Nugraha, (2019) menimbulkan
tantangan dalam menjaga akurasi DPT secara
konsisten, meskipun alat-alat verifikasi seperti
coklit dan verifikasi lintas sumber telah
diperkuat untuk mencapai ekuitas antara data
pemilih, pemilu, dan pilkada.

Sejak implementasi UU No.7 Tahun
2017, regulasi tentang data pemilih dapat
dikatakan sudah cukup lengkap, namun belum
sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kondisi
yang ada, terutama perpindahan penduduk.
Permasalahan pindah domisili menjadi salah
satu hambatan dalam menentukan data
pemilih tetap pada proses pemilihan baik
pemilu maupun pilkada Delviani, (2019).
Sedangkan regulasi pemutakhiran data
pemilih  berkelanjutan  (PDPB)  belum
sepenuhnya terimplementasi dengan baik.
Akibatnya, validitas data masih sangat
bergantung pada pemutakhiran berkala yang
sifatnya sementara atau hanya saat jelang
pemilu saja. Selain itu Tuharyadi dkk, (2021)
menyebutkan  kredibilitas data pemilih
menentukan  kualitas dari pemilu dan
menjamin hak warga secara konstitusi dan
mempengaruhi tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

yang Adaptif tetapi

Peta Polarisasi Problematika Data Pemilih

: Pendekatan dan Kepentingan
Berdasarkan hasil pemetaan literatur di

temukan ada 3 pola yang muncul dalam  per

masalahan data pemilih yaitu:1) struktural vs
kultural; 2) teknologi vs manual; dan 3)
Sentralisasi dan Desentralisasi. Penjelasan
terkait pola tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

1. Struktural vs kultural

Permasalahan DPT secara struktural
terletak pada kelemahan regulasi, adanya
ketidakjelasan SOP, dan sinkronisasi data
antar lembaga yang menyebabkan
ketidaksesuaian  data (Delviani, 2019;
Wibowo dkk, 2020). Sementara dari sisi
kultural, permasalahan rendahnya kesadaran
administrasi dan budaya ‘“acuh tak acuh”
terhadap pencatatan data kependudukan yang
dilakukan oleh petugas memperparah kondisi
ini dan munculnya ketidakpuasan pasangan
calon terhadap DPT membuka ruang sengketa
Tarumingi dkk, (2020). Hal lain yang timbul
adalah ~ meningkatnya  angka  golput
dikarenakan pemilih yang kehilangan haknya
menjadi apatis (KPU RI, 2021).

2. Teknologi vs Manual

Sistem informasi teknologi dalam
pengolahan data Pemilu seperti SIDALIH
yang diharapkan jadi solusi, belum
sepenuhnya efektif akibat keterbatasan
infrastruktur dan kemampuan operator di
daerah (Wibowo et al., 2020) Di sisi lain,
masalah pendekatan  manual  dalam
memperoleh data pemilih masih digunakan di
beberapa daerah meski rentan manipulasi
Thamrin dKkk, (2020).

3. Sentralisasi vs Desentralisasi
Permasalahan data pemilih berdasark
an pola sentralisasi dapat dilihat dari kebijakan
yang dibuat oleh KPU pusat yang
menginginkan regulasi yang dibuat lebih
seragam, tetapi KPU daerah sering melakukan
improvisasi menyesuaikan kondisi daerah
dikarenakan berbeda apa yang diketahui
secara teori dan realisasi di lapangan
(Anggriany Ointu et al.,, 2022; Delviani,
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2019). Hasilnya, kualitas data antar daerah

menjadi tidak seragam .

Tabel 3. Pola Problematika Data Pemilih

Aspek
Pola Karakteristik Masalah Contoh Kasus
Kelemahan regulasi, | Tidak sinkronnya DP4 dan
keterbatasan sistem | DPT akibat beda pendekatan
Struktural Struktural informasi,  ketidakjelasan | pencatatan
VS SOP antar lembaga (KPU,
Kultural Dukcapil, Bawaslu)
Kesadaran masyarakat | Pemilih tidak peduli untuk
Kultural rendah, apatisme, budaya | memperbarui  data jika
administrasi yang lemah pindah domisili
Infrastruktur belum merata, | SIDALIH  di  beberapa
Teknologi Teknologi SDM belum siap, risiko | daerah sering error saat rekap
VS error teknis data akhir
Manual Rentan human error, rawan | PPDP enggan turun langsung
Manual manipulasi, lambat ke lapangan, hanya mengisi
form tanpa cek fisik
Terlalu birokratis, respons | KPU Pusat  terlambat
Sentralisasi Sentralisasi lambat  dalam  melihat | memperbarui regulasi teknis
VS dinamika daerah tentang PDPB
Desentralisasi Data cenderung parsial, | KPU daerah  cenderung
Desentralisasi | kualitas tidak seragam antar | improvisasi SOP sendiri
daerah
Dampak problematika Data Pemilih ani, 2021). Salah satu akar persoalan dalam

terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Problematika data pemilih
mencerminkan  kegagalan tata kelola
kepemiluan yang sistemik, melibatkan
kelemahan regulasi, minimnya koordinasi

antar-stakeholder, serta rendahnya literasi
administratif masyarakat (Delviani, 2019).
Selama pendekatan pemutakhiran data masih
bersifat reaktif dan tidak berkelanjutan, maka
masalah ini akan terus berulang. Berdasarkan
hasil identifikasi, ditemukan beberapa damp

ak yang timbul dari problematisasi data
pemilu yaitu :
1. Kelemahan regulasi: Kelemahan regulasi

mengakibatkan  ketidakmerataan dalam
kebijakan publik. Dampaknya kepada pe
merintah hasil pemilu yang bermasalah
cenderung tidak responsif (Kartoni, Khair

pengelolaan datapemilih adalah kelemahan
regulasi teknis dan substansial dalam kera
ngka hukum kepemiluan. Peraturan perun
dangundangan yang mengatur pemutakhir
an data pemilih seperti UU No. 7 Tahun
2017 dan turunannya di tingkat PKPU
sering kali kurang adaptif terhadap dinam
ika kependudukan, seperti mobilitas pen
duduk, perpindahan domisili,  perubahan
status sipil, hingga digitalisasi layanan
kependudukan.

2. Inefisiensi Anggaran: Permasalahan data
pemilih yang tidak valid tidak hanya
berdampak pada aspek normatif seperti
hilangnya hak pilih warga, tetapi juga
menciptakan inefisiensi dalam penggunaan
anggaran negara, Kkhususnya dalam
penyelenggaraan logistik pemilu. Thamrin
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et al, (2020) menyebutkan efisiensi
anggaran buruk berasal dari kebutuhan
logistik yang dihitung dari data tidak valid
berujung pada pemborosan. Kebutuhan
logistik pemilu seperti surat suara,
formulir, tinta, bilik suara, kotak suara,
hingga alat pelindung diri (APD) dalam
konteks pandemi sepenuhnya dihitung
berdasarkan jumlah pemilih dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT). Ketika DPT tidak
valid karena mengandung data ganda,
pemilih  fiktif, atau data yang belum
diperbarui, maka estimasi logistik pun
menjadi berlebihan dan tidak tepat.

3. Public distrust : Kepercayaan masyarakat
terhadap KPU, Dukcapil, dan Bawaslu
merosot (KPU RI, 2021). Kredibilitas data
pemilih sangat mempengaruhi terpenuhin
ya hak masyarakat dalam menggunakan
hak pilihnya. Semakin data pemilih akurat,
maka tingkat kepercayaan masyarakat
untuk dapat berpartisipasi meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemetaan literatur
dan analisis tren serta polarisasi yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan  bahwa
problematika data pemilih dalam pemilu dan
pilkada di Indonesia bukan sekadar
permasalahan teknis administratif semata,
melainkan telah berkembang menjadi isu
sistemik yang mencerminkan lemahnya tata
kelola kepemiluan secara menyeluruh.
Masalah seperti ketidaksesuaian data KPU
dan Dukcapil, data ganda, hingga rendahnya
kapasitas PPDP dan minimnya kesadaran
masyarakat terus terjadi dalam setiap siklus
pemilu. Terjadi polarisasi pendekatan dalam
tata kelola data pemilih, baik dari segi
struktural vs kultural, teknologi vs manual,
hingga sentralisasi vs desentralisasi.

Polarisasi ini menciptakan
ketidakseragaman kualitas data antar daerah,
tergantung kapasitas teknologi dan budaya
administrasi setempat. Dampak problematika
data pemilih tidak hanya berpengaruh pada

teknis pemilu, tetapi juga merembet pada
legitimasi hasil pemilu, efektivitas tata kelola
pemerintahan, serta menghambat konsolidasi
demokrasi jangka panjang. Dengan demikian,
data pemilih yang bermasalah bukan hanya
mengancam hak konstitusional warga negara,
melainkan ~ juga  mengganggu  kualitas
demokrasi elektoral dan stabilitas tata kelola
pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah.
Selama akar masalah belum ditangani secara
komprehensif, maka problematika data
pemilih akan terus berulang di setiap m
omentum elektoral.

Untuk mengatasi problematika data
pemilih yang bersifat sistemik ini, dibutuhkan
pendekatan reformasi menyeluruh  yang
melibatkan penguatan regulasi, peningkatan
kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi
pemanfaatan teknologi.
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